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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Manna  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  dalam  tingkat  pertama,  dalam  sidang  Hakim  Tunggal,  telah

menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 03 Januari 1990, agama

Islam,  pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxx  xxxxxx,  pendidikan

SLTP,  tempat  kediaman  di  xxxx  xxxxxx  xxxxx,

xxxxxxxxx  xxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxx,

dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan

alamat  email  nurjanahh030190@gmail.com,  sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palembang, 07 Desember 1985, agama

Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat

kediaman  di  KOTA  PALEMBANG,  PROVINSI

SUMATERA SELATAN., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  tertanggal  23  Februari

2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu

juga dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang  sah,

menikah  pada  hari  Minggu  tanggal  11  Nopember  2007,  sebagaimana

tercantum  dalam  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  1441/123/XI/2007  yang

dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sukarami,  Kota
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Palembang,  tanggal  12 Nopember 2007,  dengan setatus Perawan dan

Jejaka; 

2. Bahwa,  selama  menikah  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

sudah  bergaul  sebagai  suami  istri  dan  memiliki  1  orang  anak,  yang

bernama,  Anak,  NIK  1671062308080001,  tempat  tanggal  lahir,

Palembang, 23 Agustus 2008, Laki-Laki, Pendidikan SLTA yang sekarang

ikut Saudara Penggugat; 

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah

milik  bersama  yang  beralamat  di  Jalan  Anggrek  Sukorejo,  RT.015,

RW.002, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga, xxxx xxxxxxxxx, lebih

kurang selama 13 tahun;

4. Bahwa,  pada  mulanya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

dalam  keadaan  rukun  dan  harmonis  namun  sejak  Februari  2009

ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai  goyah, yaitu

antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa, sejak Bulan Februari 2009 mulai terjadi pertengkaran dan

perselisihan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  yang  disebabkan

Tergugat  malas bekerja  sehingga tergugat  jarang memberi  nafkah

lahir kepada Penggugat; 

b. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat

dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 dikarnakan Tergugat

membanting  perabot  rumah  tangga  dan  Tergugat  masih  malas

bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada

Penggugat; 

5. Bahwa,  perselisihan  dan  pertengkaran  itu  berkelanjutan  terus

menerus sehingga akhirnya sejak Bulan Januari  2020 hingga sekarang

selama kurang  lebih  4  Tahun,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah

tempat  tinggal  karena  Penggugat  telah  pergi  meninggalkan  tempat

kediaman  bersama,  yang  mana  dalam  pisah  rumah  tersebut  saat  ini

Penggugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxx  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di  Jalan
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Sukawinatan,  RT.18,  RW.007,  Kelurahan  Kecamatan  Suka  Jaya,

Kecamatan Suka Bangun II, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan,

dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa,  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus

menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

tidak  ada  kebahagiaan  lahir  dan  batin  dan  tidak  ada  harapan  untuk

kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasil; 

8. Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  sudah  cukup

beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

dan  telah  memenuhi  unsur  Undang-  Undang  No  1  tahun  1974  Jo

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum

Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan

cerai ini dikabulkan; 

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa

tidak  mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan

jalan  terbaik  adalah bercerai  walaupun harus membayar  biaya perkara

dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq.  Hakim Tunggal  yang

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  kiranya  berkenan  memberikan

putusan sebagai berikut; 

PRIMER ; 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  Bain  Sughra  Tergugat

(TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Menetapkan  biaya  perkara  sesuai  dengan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku; 

SUBSIDER :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya; 
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Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil  atau kuasanya yang sah, karena berdasarkan relaas panggilan melalui

surat  tercatat  menyatakan  bahwa  Tergugat  sebagai  penerima  berdasarkan

keterangan Lurah Talang Kelapa tidak beralamat dimana panggilan tersebut

dikirim, sehingga Hakim menyatakan panggilan Tergugat melalui surat tercatat

tidak sah;

Bahwa  pada  sidang  tersebut  Penggugat  menyatakan  mencabut

gugatannya  untuk  mencari  alamat  dimana  senyatanya  Tergugat  bertempat

tinggal;

Bahwa karena perkara  ini  telah  dinyatakan dicabut  oleh  Penggugat,

maka  pemeriksaan  perkara  ini  telah  selesai  sehingga  tidak  perlu  lagi

dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

seperti tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa Penggugat  menyatakan  akan  mencabut  perkara

ini;

Menimbang,  bahwa  atas  permohonan  pencabutan  tersebut,  Hakim

berpendirian oleh karena pencabutan belum sampai pada tahap pemeriksaan

maka  terhadap  pencabutan  perkara  ini  tidak  perlu  dimintakan  persetujuan

terlebih dahulu dari Tergugat, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 271 Rv dan

tidak  bertentangan  dengan  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  oleh

karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada alasan lagi untuk memeriksa

dan  mengadili  perkara  yang  diajukan  oleh  Penggugat  serta  mengabulkan

permohonan  pencabutan  tersebut  dan  menyatakan  perkara  nomor

92/Pdt.G/2024/PA.Mna dicabut;
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Menimbang,  bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan

oleh Penggugat telah dikabulkan, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera

Pengadilan Agama Manna untuk mencatat terkait pencabutan gugatan tersebut

di dalam register perkara;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  maka

sesuai  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

92/Pdt.G/2024/PA.Mna oleh Penggugat;      

2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Manna  untuk

mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;  

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);  

Demikian  ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2024 Masehi

bertepatan dengan tanggal  27 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh  Alamsyah, S.H.I.,

S.H.,  M.H.,  sebagai  Hakim  Tunggal,  penetapan  tersebut  diucapkan  secara

elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga, oleh Hakim

Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Andi Haspriadi, S.H., sebagai Panitera

Pengganti,  serta  dihadiri  secara  elektronik  oleh  Penggugat  tanpa  hadirnya

Tergugat; 

Hakim Tunggal 

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.
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Panitera Pengganti,

Andi Haspriadi, S.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 75.000,00

-  Panggilan : Rp 34.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
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